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ABSTRAK 

 

Amelia Anggreani. 201610115187. Larangan Anggota Partai Politik Sebagai 

Calon Anggota DPD Dalam Sistem Keterwakilan Di Indonesia (Studi Kasus 

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018). 

 

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 telah menetapkan larangan bagi anggota Partai 

Politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 

DPD. Adapun larangan tersebut berkonsekuensi dengan dibatalkannya Pasal 182 

huruf (l) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU 

Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD. Namun pada 

praktiknya masih ditemukannya kekurang sadaran suatu individu bahkan lembaga 

peradilan sekalipun terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan setelah 

rangkaian pemilu telah lebih dahulu terlaksana namun putusan MK sifatnya final 

dan mengikat. Setelah diputuskannya atau disahkannya putusan tersebut harus 

segera dilaksanakan dan kedudukannya sejajar dengan undang-undang dan harus 

dipatuhi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dari dikeluarkannya 

putusan MK perihal larangan keikutsertaan anggota partai poitik sebagai anggota 

DPD dalam sistem keterwakilan di Indonesia. Serta mengetahui implikasi dari tidak 

dipatuhinya putusan MK perihal larangan tesebut. Dalam penelitian ini digunakan 

metode penelitian Normatif-Yuridis yang artinya penelitian ini menganalisis 

permasalahan kekuatan putusan MK perihal larangan tesebut dengan mengaitkan 

Undang-Undang atau peraturan lainnya sebagai tolak ukur dalam penyelesaiannya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, putusan Mahkamah konstitusi yang 

tidak dilaksanakan akan menghilangkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai 

lembaga penjaga dan penafsir konstitusi sekaligus menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. terlepas dari apapun substansi 

pertimbangan hukum dan bunyi amar dalam putusannya, dan terlepas dari apakah 

hakim setuju atau tidak, putusan Mahkamah Konstitusi haruslah didudukan sebagai 

putusan yang telah memiliki sifat final dan mengikat sebagaimana yang terkandung 

dalam UUD 1945. Sama halnya seperti melihat konstitusi sebagai hukum tertinggi, 

bagaimana pun konstitusi tersebut dikatakan masih kurang sempurna atau dianggap 

masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, akan tetapi konstitusi tetaplah 

hukum tertinggi yang haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun tanpa 

terkecuali. 

 

Kata Kunci: dewan perwakilan daerah, keterwakilan, larangan partai politik, 

putusan mahkamah konstitusi, asas legalitas. 
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ABSTRAK 

 

Amelia Anggreani. 201610115187. Prohibition of Member of Political Parties as 

Candidates for Regional Council Members in The Representation System in 

Indonesia (Case Study on Constitutional Court Ruling Number 30/PUU-XVI/2018) 

 

Contitutional Court’s Decision No. 30/PUU-XVI/2018 has stipulated a prohibition 

for members of political partird to nominate themselves as members of the Regional 

Representative Council. Therefore, the prohibition has consequences and it’s 

related with the cancellation of Article 182 Letter (l) of Law Number 7 of 2017 

concerning the election or the law of election that related to the requirements of 

nominee of Regional Representative Council member. Eventhough the decision has 

been issued by the constitutional court, but in it’s practice there is still lack of 

awareness and it’s from the individual or even the judicial institution. Although the 

Constitutional Court’s decision was issued after the series of election, but the 

Constitutional Court’s decision is final and binding. After the decision has been 

confirmed, the decision must be implemented immediately and it’s position is in line 

with the law and it’s must be obeyed.  

This study aims to analyze the problematics of the issuance of the Constitutional 

Court’s decision regarding the prohibition of participation of political party 

members as the Regional Representative Council members in the representation 

system in Indonesia. As well as knowing the implications of not obeying the 

Constitutional Court’s decision regarding it’s prohibition. In this study, the 

Normative-Juridical research method is used, which means that this study analyzes 

the issue of the power of the Constitutional Court’s decision regarding the 

prohibition by linking Laws or other regulation as a benchmark in it’s resolution. 

Based on the results of this research, Contitutional Court’s decision which is not 

implemented will eliminate the dignity of the Constitutional Court as a custodian 

instution and interpreter of the constitution while at the same time reducing public 

trust in the Constitutional Court. Irrespective of the substance of the legal 

consideration and the sounds of the ruling in it’s decision, and regardless of wheter 

the judge agrees or not, the decision of the Constitutional Court must be made as a 

decision that is final and binding as contained in the 1945 Constitution of the 

Republic Indonesia. Eventhough the constitution is the highest law, however it’s 

constitution is still imperfect or considered still have many weaknesses and 

shortcomings, but the constitution is still the highest law that must be obeyed and 

implemented by anyone without exception. 

 

Keywords: regional representative council, representativeness, ban on political 

parties, the ruling of the constitutional court, the principle of legality. 
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